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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Mekanisme Pengaduan Online Pemerintah Kota Mataram dalam 

Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Layanan Pengelolaan 

Pengaduan Berbasis LAPOR 

1. Pelaporan yang masuk dari masyarakat melalui sistem aplikasi 

LAPOR di kota Mataram domain link nya (www.lapormataram.go.id). 

Kemudian ada kanal yang lain itu yang berbasis android bisa di 

download di play store itu sama dengan menggunakan lapor.go.id atau 

download SP4N LAPOR, ada juga dari SMS untuk kota Mataram itu 

trefik yang digunakan pelapor namanya lapor mataram spasi aduan 

masyarakat dikirim ke 1708. 

2. Masyarakat bisa datang ke Kantor sendiri istilahnya melayani secara 

manual dan langsung dimasukan secara digital dan masuk kedalam 

sistem LAPOR, sistem offline tersebut harus mengikuti sistem online 

yang sudah ditentukan, karena sistem offline tersebut pelapor 

meminta bantuan ke admin untuk dimasukkan ke kanal atau website 

yang ada. 

3. Pelayanan berbasis LAPOR bertujuan agar masyarakat dapat lebih 

aktif berpartisipasi untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasinya, 
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yang artinya masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan dan 

pembangunan daerah sehingga meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah Kota Mataram.  

5.1.2 Kendala yang dihadapi oleh DISKOMINFO dan Masyarakat 

dalam Penerapan Pengaduan Berbasis LAPOR di Perintah Kota 

Mataram 

 

1. Sosialisasi  

Kendalanya belum maksimal mensosialisasi ke masyarakat yang 

belum semua tahu, media LAPOR ini yang bisa digunakan untuk 

melapor. Media ini belum sepenuhnya masyarakat tahu. Jadi Untuk 

tindak lanjut dari OPD kadang tetap harus admin ingatkan karena di 

OPD PP yang ditunjuk itu juga punya pekerjaan lain OPD nya masing-

masing jadi harus tetap diingatkan oleh admin. 

2. Anggaran 

Tidak adanya anggaran sosialisasi aplikasi LAPOR sehingga 

sosialisasi belum merata kesemua wilayah di Kota Mataram dan 

adanya covid-19 juga menjadi penghambat hal tersebut. 

3. koordinasi 

admin sulit mengetahui siapa-siapa yang menjadi pejabat penghubung 

di masing-masing OPD, karena ada sebagian pejabat penghubung yang 

pindah ke instansi lain dan beberapa pejabat penghubung masih belum 

memahami tugas pokoknya. 

4. Kontak person 

Banyak masyarakat yang melapor secara tatap muka atau melalui 



57 
 

posko aduan dan tidak memiliki kontak person sehingga admin 

kesulitan menjawab aduan tersebut 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

5.2.1 Mekanisme Pengaduan Online Pemerintah Kota Mataram dalam 

Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Layanan Pengelolaan 

Pengaduan Berbasis LAPOR 

1. Admin aplikasi LAPOR serta OPD yang ada di Kota Mataram sebaiknya 

menggencarkan lagi media komunikasi dalam hal ini sosialisasi pada 

setiap kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Mataram agar masyarakat 

bisa mengetahui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat ( LAPOR) 

ini.  

2. Admin dan pejabat penghubung setiap instansi sebaiknya melakukan 

komunikasi yang baik agar tidak terjadi kelambatan proses 

peningdaklanjutan laporan yang masuk. Dalam hal peningdaklanjutan 

laporan sebaiknya disediakan bukti pendukung hasil tindaklanjut 

pengaduan agar pengguna layanan merasa puas dengan adanya bukti yang 

nyata hasil tindaklanjut laporan. 

5.2.1 Kendala yang dihadapi oleh DISKOMINFO dan Masyarakat 

dalam Penerapan Pengaduan Berbasis LAPOR di Perintah Kota 

Mataram 

 

1. Membuat atau mengintegrasi dengan layanan dasar jadi disana 

sampai dengan kelurahan dan puskesmas, jadi harapannya itu 
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dengan adanya pejabat penghubung sampai pelayanan dasar bisa 

mensosialisasi sampai tingkat lingkungan. Harus ada pejabat 

fungsional pengaduan biar maksimal dalam penanganan 

pengaduan.  

2. Peningdaklanjutan laporan sebaiknya disediakan bukti pendukung 

hasil tindaklanjut pengaduan agar pengguna layanan merasa puas 

dengan adanya bukti yang nyata hasil tindaklanjut laporan. 
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